BAB Il
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh penulis berdasarkan
hasil penelitan di atas dengan judul PERLINDUNGAN HUKUM

TERHADAP SAKSI PELAPOR TINDAK PIDANA NARKOTIKA

OLEH LPSK DI YOGYAKARTA. Penulis dapat menarik kesimpulan

berupa:

1. Perlindungan yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan
Korban (LPSK) untuk Saksi Pelapor Tindak Pidana Narkotika dengan
memberikan opini atau pendapat hukum yang menangani kasus Tindak
Pidana Narkotika yang dimana identitas dari Saksi Pelapor akan dilindungi
secara baik sehingga Saksi Pelapor tidak akan merasakan ketakutan karena
telah melaporkan pelaku ke pihak yang berwajib. Saksi Pelapor harus
percaya kepada pihak LPSK sehingga dalam proses peradilan Tindak
Pidana Narkotika bisa berjalan dengan baik dan Saksi Pelapor juga tidak
perlu datang ke pengadilan untuk menjamin keselamatan Saksi Pelapor.
Perlindungan tersebut dapat berupa:

a. Perlindungan terhadap fisik dan psikis
b. Perlindungan Hukum

c. Perlindungan dalam bentuk penghargaan kepada Saksi Pelapor
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2. Hambatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam
memberikan perlindungan kepada Saksi Pelapor Tindak Pidana Narkotika
yang belum maksimal saat memberikan perlindungan dan harus
diperhatikan lebih dalam sehingga kinerja LPSK bisa berjalan dengan baik
dan masyarakat yang ingin melaporkan Tindak Pidana Narkotika bisa
percaya kepada LPSK dan kasus Tindak Pidana Narkotika dari tahun ke
tahun tidak akan bertambah dan sehingga menjadi berkurang.

B. SARAN
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dengan segala keterbatasan

dan kerendahan hati memberikan saran sebagai berikut:

1. Saksi pelapor tindak pidana narkotika berhak mendapatkan perlindungan
atau jamina secara khusus yang terdapat dalam bentuk perlindungan pribadi
perlindungan kepada keluarga, dan perlindungan terhadap harta bendanya,
bebas dari ancaman dari pelaku kepada saksi pelapor. Saksi pelapor tindak
pidana narkotika berhak memberikan keterangan yang jelas kepada
penegak hukum yang menangani tindak pidana narkotika tanpa
mendapatkan ancaman dari pihak manapun. Proses memberikan
perlindungan hukum kepada saksi pelapor harus lebih diperjelas dan
dilengkapi secara khusus dengan tujuan memberikan hak dan rasa aman
kepada saksi pelapor.

2. Proses perlindungan saksi pelapor tindak pidana narkotika harus lebih
ditingkatkan. Konsistensi terhadap aturan hukum harus diperjelas dan

menjadi patokan utama, selain itu peran LPSK perwakilan Yogyskarta
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dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama di daerah
terpencil lebih giat dilaksanakan. Koordinasi antara lembaga penegak
hukum mengenai tugas dan kewajiban LPSK perwakilan Yogyakarta lebih
intensif agar tidak terjadi perbedaan pendapat mengenai kewenangan

tersebut.
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